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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG GRASI 

 

A. Pengertian Grasi 

Pengertian secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda yaitu 

“gratie” atau “grade” yang berarti anugerah atau rahmat, dan dalam 

terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan 

kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau 

pengampunan secara individual.
12

 

Pengertian grasi dalam arti sempit berarti merupakan tindakan 

pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan 

pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Menurut 

JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, dalam Kamus Hukum 

bahwa gratie (grasi) adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan 

pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk 

menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman 

itu.
13

 

Dengan demikian Presiden berhak memberikan grasi berupa: 

1. Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi 

seorang narapidana. Misalnya, dari perubahan hukuman mati menjadi 
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pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua 

puluh tahun.  

2. Peringanan, pengurangan, dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana 

kurungan sebagai pengganti denda atau karena telah dapat menyerahkan 

suatu benda yang telah dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara 

seperti yang telah diputuskan hakim atau pengurangan besarnya hukuman 

denda. 

3. Penghapusan, meniadakan pelaksanaan pidana baik hukuman penjara atau 

denda yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang Pengampunan 

menghapuskan akibat-akibat pemidanaan, bukan karena pemidanaannya 

sendiri.  

Adapun pengertian grasi dalam Kamus Hukum berarti wewenang dari 

kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah 

dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau 

merubah sifat atau bentuk hukuman itu.
14

 

Beberapa istilah lain yang merujuk pada pengertian grasi tersebut, 

diantaranya, negara Amerika Serikat dan Filipina dikenal adanya istilah 

“pardon” yang artinya pengampunan dan istilah “clemency” atau “executive 

clemency” yang artinya pengampunan secara luas. Sedangkan di negara-

negara yang berbentuk Monarki, seperti Spanyol dipergunakan istilah 

“pardon” (indulto) dan derecho de garcia (right of grace), di Inggris 

dipergunakan istilah “pardon” dan “Royal Prerogative Mercy” atau 
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“clemency” atau “graces” begitu pula berlaku di Negara Kanada, Perancis, 

Iran. 

Penerapan pardon dan clemency mempunyai arti dan implikasi yang 

berbeda di masing-masing negara. Tetapi secara umum di beberapa negara 

hanya digunakan istilah ‚pardon saja, seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chile, 

Swiss. Istilah-istilah yang terkait dengan terminologi pardon (pengampunan) 

adalah ‚commutation yang artinya pergantian atau peringanan jenis hukuman‚ 

remission yang artinya penghapusan atau pengurangan masa hukuman atau 

denda “reprieve” yang artinya penundaan sementara atas hukuman; “amnesty” 

yang artinya penghapusan kejahatan. Maka istilah “clemency” secara luas 

adalah mencakup makna-makna terminologi tersebut diatas atau hanya 

mengandung makna kata amnesty dan pardon.
15

 

Di Indonesia ada beberapa istilah yang terkait dengan grasi yaitu 

amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta remisi. Istilah amnesti, berasal dari 

bahasa Yunani ‚amnesti yang artinya melupakan. amnesti merupakan suatu 

pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 

untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana 

tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang 

belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan 

pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak 

berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan 
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kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu 

negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan.
16

 

Rehabilitasi berasal dari kata “rehabilitation” yang artinya 

pengembalian hak. Pengertian rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden 

dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu 

keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa 

kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa 

dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah 

sama sekali. 

Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh 

kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undangundang tetapi pada 

pandangan masyarakat sekitarnya Sedangkan istilah remisi berasal dari kata 

“remission” yang artinya pengurangan, peringanan, pengampunan. Jadi 

pengertian remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 

narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani 

pidana.
17
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B. Dasar Hukum Grasi dan Prosedur Pemberian Grasi 

1. Sebelum Perubahan UUD 1945 

Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, 

Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi.
18

 Pasal tersebut 

mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan 

pengampunan Presiden tidak memerlukan persetujuan maupun 

pertimbangan dari cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat 

besar dan Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. 

Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini Presiden bertindak 

sebagai kepala negara. Grasi oleh presiden pada dasarnya bukan suatu 

tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak 

prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat 

pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana atau 

penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan 

hukum tetap.
19

 

Pada awalnya tindakan pengampunan didasarkan pada kemurahan 

hati orang yang berkuasa. Karena penguasa dipandang sebagai sumber 

keadilan dan hak pengadilan sepenuhnya berada ditangannya, maka 

tindakan pengampunan itu semata-mata didasrkan pada hasrat untuk 

memberi ampun dan belas kasihan kepada orang yang berdosa. Oleh sebab 

itu, dengan memiliki kekuasaan pengampunan yang mutlak dan mandiri, 

Presiden tampak seperti raja atau ratu. 
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Pada perkembangan selanjutnya anggapan terhadap grasi bergeser 

bahwa fungsi grasi harus dilihat sebagai tindakan keadilan untuk 

mengoreksi ketidakadilan dalam proses peradilan, bahwa hukuman yang 

diterima terpidana lebih berat dari seharusnya. Disamping tujuan 

mengadakan koreksi terhadap keputusan pengadilan, maka pengampunan 

itu juga dapat diberikan karena pertimbangan kepentingan negara yang 

mendorong untuk tidak menjalankan keputusan pengadilan. Selain itu 

faktor kemanusiaan juga ikut menjadi bahan pertimbangan dari tujuan 

pemberian pengampunan tersebut. 

Konstitusi pada saat itu tidak menjelaskan mekanisme dan 

prosedur pengampunan, oleh karenanya, perlu dibuat peraturan 

pelaksanaanya. Peraturan perundangan dalam pelaksanaan grasi sebelum 

amandemen UUD 1945 yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1950. Namun 

jauh sebelum itu, pengaturan pemberian grasi diatur dalam beberapa 

peraturan pemerintah. Tujuan grasi diatur dalam peraturan pemerintah hal 

grasi, karena untuk menghindarkan ketidakadilan yang mungkin terjadi 

sebagai akibat dilaksanakannya hukuman dan karena untuk membela dan 

menegakkan kepentingan negara. Disini penulis mencoba menampilkan 

dalam dua bagian periodeisasi pelaksanaan grasi sebelum amandemen 

UUD 1945 yaitu, grasi menurut peraturan perundangan pada masa 

kemerdekaan dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. 
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a. Menurut Peraturan Perundangan Masa Kemerdekaan 

Pengaturan grasi pada masa penjajahan Belanda diatur dalam 

Gratieregeling dalam Staatblad Tahun 1933 Nomor 2 dan Verodening 

Militair Gezag tanggal 12-XII-1941 Nomor 108/D.v.O; kemudian pada 

masa kemerdekaan peraturan mengenai grasi dalam beberapa 

Peraturan Pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

1947 yang memuat tata cara pelaksanaan permohonan ampun kepada 

Presiden, kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 1947, yang memuat perubahan peraturan sebelumnya dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947 juga memuat perubahan 

peraturan sebelumnya. Pada tahun 1948, Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1948 dan terakhir diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948.
20

 

b. Undang-undang nomor 03 tahun 1950 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 terdiri dari 15 (lima belas) 

pasal yang berisi mengenai persyaratan dan mekanisme tata cara 

pengajuan serta penyelesaian permohonan grasi. Persyaratan yang 

diatur adalah grasi dapat diajukan oleh semua terpidana yang dijatuhi 

hukuman yang tidak dapat diubah lagi. Baik yang dijatuhi hukuman 

mati, penjara, kurungan, tutupan dan hukuman kurungan serta denda 

dapat mengajukan grasi, dan hukuman tersebut dapat dilakukan 

penundaan atas pelaksanaannya apabila dimohonkan oleh si terhukum 
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untuk tidak dijalankan. Permohonan grasi dapat diajukan oleh pihak 

lain selain terpidana tanpa persetujuan terpidana, kecuali terhadap 

hukuman mati, pihak lain yang mengajukan permohonan grasi harus 

mendapat persetujuan dari si terhukum. 

Subyek pemohon pengajuan grasi adalah orang yang dihukum dan 

pihak lain. Pengajuan permohonan oleh pihak lain baru dapat diterima jika 

permohonan grasi tersebut mendapat persetujuan dari orang yang 

dihukum. Namun khusus untuk hukuman mati, permohonan pengajuan 

grasi boleh tanpa persetujuan dari orang yang dihukum. Istilah pihak lain 

tidak dijelaskan lebih lanjut, maka bias berarti keluarga si orang yang 

dihukum ataupun kuasa hukumnya.
21

 Para pihak ini berhak mendapatkan 

salinan atau petikan keputusan hakim atau pengadilan dan kesempatan 

untuk melihat surat-surat pemberitaan.
22

 Jika orang yang dihukum tidak 

mengajukan permohonan grasi dalam tenggang waktu yang diberikan, 

maka Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan 

berhak mengajukan permohonan grasi karena jabatannya sehingga 

ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 berlaku juga.
23

 

Menurut penulis pasal ini cukup kontradiktif, mengingat hakim atau ketua 

pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis kepada terpidana, tetapi juga 
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mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan grasi kepada 

Presiden. 

Tenggang waktu yang diperlukan untuk memajukan sebuah 

permohonan grasi dilihat dari hukuman yang diputuskan oleh keputusan 

hakim di pengadilan. Jika hakim memutuskan hukuman biasa maka 

tenggang waktunya adalah 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah 

keputusan tetap dan dalam pemeriksaan ulangan maka, tenggang waktunya 

14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan diberitahukan 

pada orang yang dihukum.
24

 Jika hakim memutuskan hukuman mati, maka 

tenggang waktu untuk mengajukan grasi adalah 30 hari terhitung mulai 

esok hari keputusan tetap, dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan 

oleh pengadilan ulangan maka tenggang waktunya 30 hari terhitung mulai 

hari berikut setelah keputusan diberitahukan kepada orang yang 

dihukum.
25

 

Permohonan grasi dapat diajukan dalam jangka waktu 14 (empat 

belas) hari mulai hari setelah keputusan menjadi tetap. Sedangkan yang 

dijatuhi hukuman mati dapat memajukan grasi dalam jangka waktu 30 

(tiga puluh) hari. 

Dalam UU No. 3 Tahun 1950 tidak menetapkan jangka waktu 

Presiden harus memberikan keputusannya atas suatu permohonan grasi. 

Keputusan Presiden atas permohonan grasi dengan segera diberitahukan 

oleh Menteri Kehakiman kepada pegawai yang diwajibkan menjalankan 
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kehakiman dan kepada yang berkepentingan (Pasal 11 UU No. 3 Tahun 

1950). Kemudian, Undang- undang Nomor 3 Tahun 1950 ini dinyatakan 

tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 

Alasan penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 menurut 

konsiderans huruf b UU No. 22 tahun 2002, karena UU No. 3 Tahun 1950, 

dibentuk berdasarkan konstitusi RIS, 31 Januari 1950. Oleh karena itu 

dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan 

kebutuhan hukum masyarakat. Alasan itu, dikemukakan lagi pada alinea 

kedua Penjelasan Umum. Dikatakan, selain UU No. 3 Tahun 1950 

bersumber dari Konstitusi RIS serta tidak sesuai lagi dengan sistem 

ketatanegaraan yang berlaku sekarang, substansinyapun tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
26

 

2. Setelah Amandemen UUD 1945 

a. Undang-undang nomor 22 tahun 2002 

Perubahan mengenai kekuasaan Presiden termasuk prioritas 

dalam agenda Perubahan UUD 1945, tak terkecuali Pasal 14. Finalisasi 

pembahasan Pasal 14 tersebut kemudian disampaikan dalam Rapat BP 

MPR, Rapat Paripurna SU MPR, dan terakhir dalam Rapat Pleno 

Komisi C MPR.
27

 Maka, rumusan Pasal 14 UUDNRI 1945 adalah 

sebagai berikut: 
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1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung; 

2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah 

terdapat dua kali priodeisasi regulasi yang diatur dalam pemberian 

grasi, sebagaimana menurut UU No. 22 Tahun 2002 dan Perubahannya 

UU No. 5 Tahun 2010. 

b. Undang-undang nomor 05 tahun 2010 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 hanya terdiri dari 2 (dua) 

pasal. Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah. Ketentuan Pasal 

2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi menjadi: 

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap,  

2) Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. 

3) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana 

dimaksud 

4) Pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 

atau pidana  

5) Penjara paling rendah 2 (dua) tahun. 

6) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat diajukan 1 (satu) kali 
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Pembatasan pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan 

1 (satu) kali dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan 

yang diskriminatif.
28

 

Perubahan ketentuan UU No. 22 tahun 2002 lainnya yaitu 

dengan penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu 

Pasal 6A. Pasal 6A berbunyi: 

1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang 

membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi 

manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.  

2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti 

dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan 

permohonan dimaksud kepada Presiden. 

Perubahan berikutnya mengenai penetapan jangka waktu paling 

lama 1 (satu) tahun suatu permohonan grasi dapat diajukan sejak 

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7 ayat 

(2)). Ketentuan Pasal 10 juga diubah mengenai jangka waktu 

Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulisnya kepada 

Presiden yang dalam UU No. 22 Tahun 2002 ditentukan paling lambat 

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan 
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dan berkas perkara, kini diubah menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan 

berkas perkara. 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan untuk 

menyisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Bab 

IV yang menyatakan bahwa permohonan grasi yang belum 

diselesaikan berdasarkan Pasal 15 UU No. 22 Tahun 2002 diselesaikan 

paling lambat 22 Oktober 2012. Kepada terpidana mati yang belum 

mengajukan permohonan grasi berdasarkan UU No. 22 tahun 2002, 

jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimaksud pasal 7 ayat (2) dihitung 

sejak UU ini mulai berlaku. Undang-Undang yang mengatur grasi 

yang berlaku saat ini yaitu UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


